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BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK

Menimbang :

Mengingat

DAN RETRIBUS! DAERAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal- 97 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-
daeralh Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4258j);
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);
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4.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717); )

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Tndonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber

10.

11.

Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Bima Nomor 27);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 29);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima

Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
kabupaten Bima Nomor 47);




12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018

Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima
Nomor 92);

13. Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima
Tahun 2016 Nomor 340).

MEMUTUSKAN :

Menetapkar: : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bima.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Bima.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin
oleh camat.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemetrintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau
keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
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10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat

RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat
BDPRD, adalah dana yang diterima Desa 10% (sepuluh persen) dari
penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh

enerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeiuaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa. )

18. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGALOKASIAN BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Daerah mengalokasikan BDPRD setiap tahun anggaran dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(2) BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

(3) Berdasarkan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
menetapkan rincian besaran BDPRD untuk setiap Desa. :

{(4) Pengalokasian BDPRD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
dan
b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan

realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan
perkotaan dari Desa masing-masing.

(5) Besaran BDPRD yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
pada Peraturan Bupati ini.
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BAB IlI
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1) Penyaluran BDPRD setiap desa disalurkan oleh Daerah kepada Desa
dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

(2) Penyaluran BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Mei sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Penyaiuran BDPRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan sekurang-kurang nya 20% (dua puluh persen) dari
jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak; .

b. tahap 1l berupa laporan realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan
dan perkotaan sekurang-kurang nya 75% (tujuh puluh lima persen) dari
jumlab target daftar himpunan ketetapan pajak;

c. khusus bagi Desa dengan jumlah target daftar himpunan ketetapan
pajak di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tahap II dapat
diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) jika realisasi pajak bumi dan
bangunan pedesaan dan perkotaan sekurang-kurang nya 40% (empat
puluh persen} dari jumlah target daftar himpunan ketetapan pajak.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA BAGIAN DESA DARI PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1) Penggunaan BDPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan dalam
rangka mewujudkan Misi - II Bupati Bima yaitu membangun keamanan
dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan
penegakan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan

O pemerintahan yang kuat dan stabil.

(2)

Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas
_/ dialokasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan
perlindungan gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa.

(3) Penggunaan BDPRD dapat dilakukan pada bidang pehyelenggaraan
pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat Desa, dan kegiatan bidang pembinaan

kemasyarakatan Desa setelah perioritas penggunaan BDPRD sebagaimana
ketentuan ayat (1) terpenuhi.

(4) Penggunaan BDPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

mengacu pada prioritas penggunaan BDPRD yang dituangkan dalam
RKPDesa.



BABV
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN BAGIAN DESA
DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

(5} Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan BDPRD
setiap semester kepada Bupati dan ditembuskan kepada Camat.

{6) Laporan realisasi penggunaan Dana PRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :

¢. Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya;
d. Laporan rcalisasi penggunaan BDPRD semester pertama.
(7) Laporan realisasi penggunaan BDPRD tahun anggaran sebelumnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat
akhir bulan Januari tahun anggaran berjalan.

(8} Laporan realisasi penggunaan BDPRD semester pertama sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat akhir bulan
September tahun anggaran berjalan.

BAB V1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sefiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bima.

Ditetapkan di : Bima

pada tanggal .; 28 - J2N-2019
§ i o 1

Diundangkan di : Bima
pada tanggal :2&-J9N~ 2019

{g""{_ SH.ML‘?’PAi}an HAK
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BERITA RABRAH EARUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR .500
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BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KECAMATAN / DESA
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BAGIAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
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3[wadu Kopa 12,234,259.00" T 1,896,752.00 14,131,011.00
alk 12,234,259.00 4,458,691.00 16,722,95000 | |
5{Sai 12,234,259.00 2,104,179.00 14,338,438.00 | |
6|Sampungu 12,234,256.00 - 1,636,099.00 13,870,358.00 B
7|Lewintana 12,234.259.00 466,262.00 12,700,522.00 |
85,639,813.00 17,015,915.00 102,655, 728.00
XVI|PARADO I
1|Parado Wanec 12,234,259.00 o
2{Parado Rato 12.234,259.00 o =
3lKuta 12,234,259.00 T
4/Kanea i 1.2.1-;{,_2.5‘;?0 ' . T -‘:if”yluﬂl,!':«'):n)ra T
5lLere T Tagmasean| ) BB, 580.00 " 15,042,839,00
61,171,295.00 45,658,417.00 106,829,712.00
LAMBITU T
1{Kaboro ) '7.7-09.«
2|Kuta ) " 157894,794.00 |
3|Sambori T sesta0e.00 |
4[Teta 12,234 :ia‘i:m' 16,638,906.00
5|Kaowa 12,234,259.00 1,727,843.00 13,962,102.00 |
6iLondu 12,234,259.00 1,096,448.00 13,330,707.00
73,405,554.00 22,572,266.00 85,977,820.00
PALIBELO - _ i
1|Panda 12,234,259.00 T 21s04,193.00 < 33,738.452.00 i
2|Belo 12,234,239.00 | 4, 9,579012.00 ] 21,813,27 1.00
3|Tonggondoa T Tazpsagsoon| T 8,667,084.00 ) 20,901,292.00
4|Tonggorisa _ 12,234,259.00 | T epeosaon| 18,332,914.00
5[Teke 12,284,259.00 20,427,005.00
6|Ntonggu 12,234,259.00 18,709,633.00
7| ata 12,234,259.00 T T 10.469,322.00 o 22,703,581.00 |
8|Dore 12,234,259.00 1,332,251.00 o 13,566,510.00
9[Rol 12,234,259.00 10,889,317.00 23,123,476.00 i
10|Ragi 12,234,259.00 _samasson| 15,633,625.00
11{Padolo 12,234,259.06 3,098,759.00 15,333,018.00
12|Bre 12,234,259.00 3,100,118.00 - 15,334,377.00
146,811,108.00 92,8086,047.00 239,617,155.00
2,316,743,469.00 1,557,828,945.00 3,894,572,414.00






